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Menginget :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasd 57 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengena Desa, Sumber Pendapatan Desa diatur dengan Peraturan
Daerah Kabupaten;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Dagrah Kabupaten Jaygpura tentang Sumber Pendapatan
Desa

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propind
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Proping Irian
Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama
Proping Irian Barat menjadi Irian Jaya;

Keputusan Presiden Republik Indonesa Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Tehnik Penyusunan Peraturan  Perundang-undangan dan  Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Perauran Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presden;

Keputusan Menteri Daam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenal Desg;

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Organisas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Jayapura

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAY APURA

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA.
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Pemerintah adaah Pemerintah Pusat;

Pemerintah Proping adalah Pemerintah Proping Irian Jaya;

Pemerintah Daerah adaah Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;

Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asa
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasiond dan berada di
Daerah Kabupaten;

Pemerintahan Desa addah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Perwakilan Desg;

Pemerintah Desa addah Kepala Desa dan Perangkat Desg;

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Baperdes
addah Badan Perwekilan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungs
mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyaurkan aspiras
masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desg;
Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran
dan inigatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun
jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;

Kekayaan Desa addah segala kekayaan dan sumter penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
Gotong Royong addah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah mdembaga serta
mengandung unsur-unsur timba balik yang bersfat sukarda antara warga Desa dengan
Pemerintah Desa dan atau warga Desa dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan yang
inddentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesgjahteraan bersama baik
materiil maupun sprituil;

Pengurus Sumter Pendapatan dan Kekayaan Desa yang selanjutnya disebut dengan pengurus
addah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari Sumber Pendgpatan dan
Kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan
dan pembangunan desa dengan baik;

Pengawasan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang sdanjutnya disebut Pengawasan
addah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa, Bupati dan atau Pgabat lain
yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan daam rangka penydenggaraan Pemerintahan Desa
dengan balk;

Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan disahkan oleh
Badan Perwakilan Desa yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camet;
Anggaran Pendgpatan dan Bdanja Desa yang selanjutnya disebut dengan Anggaran Desa
adaah rencana operasional tahunan daripada program umum Pemerintahan dan pembangunan
Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan ddam angka-angka rupiah yang memuat perkiraan
target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desg;
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